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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (13) Rencana Kerja  Perangkat Daerah atau disebut RENJA-PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 Dalam Lampiran VI Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian C Penyusunan Rancangan RENJA PD pada halaman 5 dikemukakan RENJA PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan RENJA PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RENJA PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Bab VIII Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Kedua Penyusunan RENJA PD Pasal 137 ayat (2) dinyatakan bahwa RENJA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan RENJA PD;
b. penyusunan rancangan RENJA PD;
c. pelaksanaan FORUM PD; dan
d. penetapan RENJA PD.
Selanjutnya, PP Nomor 8 Tahun 2008 Bab IV RENSTRA dan RENJA PD Pasal 27 ayat (2) mengenai acuan penyusunan rancangan Renja-PD yang penegasan selanjutnya dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Bab VIII Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  Bagian Kedua Penyusunan RENJA PD Paragraf 2 Penyusunan Rancangan RENJA PD pasal 139 menyatakan bahwa Rancangan RENJA PD Provinsi dan Kabupaten / Kota disusun:

a. mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. mengacu pada Renstra PD;

c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;

d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan

e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kemudian pada Pasal 140, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menjelaskan: 

1. Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
2. Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 139 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
4. Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 139 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
5. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 139 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
RENJA PD menekankan tentang pentingnya PD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan PD sesuai PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; karena RENJA PD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA PD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-PD, RAPBD, dan APBD. Mengingat penyusunan Renja PD mengacu pada RKPD, maka Renja PD juga perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, Renja PD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas program dan kegiatannya, setiap program dan kegiatan perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.
1.2. Landasan Hukum
1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP  Kota Jambi
Satpol PP Kota Jambi semula adalah sub bagian pada Sekretariat Daerah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi dan Keputusan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2001 tentang uraian tugas Sub-sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Jambi yang kemudian berubah bentuk menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi dan Keputusan Walikota Jambi Nomor 147 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Sub Bagian dan Seksi – seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi dan Keputusan Walikota Jambi Nomor 31 Tahun 2009 tentang Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha , Seksi  serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi masih berbentuk kantor dengan dikepalai oleh Kepala Kantor eselon III/a dan kasubag serta kasi eselon IV/a.

Saat ini Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tergolong kedalam tipe A, dengan struktur organisasi terdiri atas:

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian Program;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian umum dan kepegawaian;
c. Bidang Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
2. Seksi Pembinaan dan Pengamanan Dalam (PAMDAL) ;
3. Seksi Pengembangan Personil;
d. Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarkat, terdiri dari :
1. seksi Operasional dan Pengendalian;
2. seksi Seksi Ketertiban umum;
3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Penegakan;

2. Seksi Intelejen dan Kewaspadaan dini;

3. Seksi Penindakan;

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. seksi Satuan Linmas;
2. seksi Bina Potensi Masyarakat;
3. Pencegahan Penyakit Masyarakat;
g. unit pelaksana teknis Satuan di Kecamatan;
h. kelompok jabatan fungsional.
Dengan demikian mengenai Eselon Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi termasuk jabatan Eselon II b, Sekretaris termasuk jabatan Eselon IIIb, kepala Bidang Eselon IIIb dan kepala seksi termasuk jabatan Eselon IV a.
Berikut undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang berlaku sampai saat ini:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4844).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja . 
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi.

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Jambi(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang, dan Susunan Organisasi Satpol PP berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010.
Mengingat permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang relatif besar. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Maka pada tanggal 6 Januari 2010 Presiden Republik Indonesia, menetapkan Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasarkan BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 39 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur tugas pokok, fungsi, wewenang, susunan organisasi yang baru dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pada Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.


Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.
3. Pada Bab III Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; 

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4. Bab IV Organisasi Bagian Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Paragraf I Klasifikasi Pasal 11 ayat (1) Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B. 
5. Bab IV Organisasi Bagian Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota pada Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 12 :
(1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:

a. Kepala;

b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;

c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas: 

a. Kepala;

b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi paling banyak 5 (lima); dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3. Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran PD

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2017 - 2018 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan  Organisasi Lembaga Teknis Daerah  Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan  Organisasi Lembaga Teknis Daerah  Kota Jambi ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 8);

13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan RincianTugas Sub bagian, Seksi serta tata kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi ;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi tahun 2018 dimaksudkan untuk :

a. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif;

b. Merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan Renstra, Rancangan Awal RKPD, Rancangan Awal RPJMD, dan RPJP Daerah serta memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga;

c. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang merupakan indikasi program PD Satpol PP Kota Jambi ;  

d. Sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi tahun 2018 dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

a. Dokumen perencanaan resmi bagi PD Satpol PP Kota Jambi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya;
b. Sebagai dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah;
c. Pedoman kerja bagi PD Satpol PP Kota Jambi dalam melaksanakan penganggaran, kebijakan, program dan kegiatan pada Tahun 2018;
d. Menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja  Satpol PP Kota Jambi pada setiap tahun anggaran.
1.4. Sistematika Penulisan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bab IV RENSTRA dan RENJA PD Pasal 27 ayat ( 3) dan ( 4) ; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Bab VIII Rencana Kerja  Perangkat Daerah Bagian Pertama Umum Pasal 134, RENJA PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, memuat :
a. Program dan Kegiatan; 
b. Lokasi Kegiatan; 
c. Indikator Kinerja; 
d. Kelompok Sasaran; dan
e. Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju
Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 135, dijelaskan :
(1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru;
(2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan;
(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 134 huruf c, terdiri dari :

a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan

b. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

(4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 134 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

(5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134  huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Selanjutnya Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dinyatakan:

(1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra PD.

(2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 135  ayat (1), yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

(3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra PD dengan kriteria sebagai berikut :

a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra PD;

c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau

d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Sistematika penulisan Renja PD berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 40 ayat (5) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 143, paling sedikit mencakup:
a. Pendahuluan;

b. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD tahun lalu;

c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;

d. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA PD;

e. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan 

g. Penutup.

B A B   II

Evaluasi Pelaksanaan Renja  PD Tahun Lalu 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan pencapaian kinerja RENSTRA PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD Satpol PP Kota Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Review didasarkan atas laporan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-PD ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. 

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2018 (n-1) adalah :

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS tidak dilaksanakan karena kebijakan asuransi kesehatan diarahkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan termin waktu pembayaran premi tidak bisa dalam satu paket pembayaran LS dan harus dilakukan premi perbulan sehingga pelaksanaan asuransi tersebut tidak dilaksanakan 0%
2. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan tidak dilaksanakan karena merupakan tugas pokok fungsi tiap bidang untuk membuat laporan dan evaluasi kegiatan .
3. Kegiatan Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan 100% hanya 60% karena kegiatan tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi kegiatan BPBD sesuai arahan Inspektorat Kota Jambi.
Untuk Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2018 (n-1) adalah sebagai berikut :
	Kegiatan
	Persentase

	Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan dan Penegakan Regulasi Daerah
	100%

	Pengamanan, Pengawalan dan Penertiban serta Penyusunan, Pendataan dan Pemetaan rawan Trantibum dan Tranmas
	98%

	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja
	98%

	Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan dimasyarakat
	100%


Selanjutnya tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2018 ( n-1) pada Satpol PP  Kota Jambi.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan diantaranya adalah program/kegiatan yang dimaksud ditiadakan dan dihilangkan dari KUA dan PPAS dikarenakan ketidakcukupan Anggaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh rencana program/kegiatan yang diajukan tiap-tiap PD sehingga memerlukan skala prioritas.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD dan kinerja pelayanan PD, adalah tidak terpenuhinya dan optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah dibuat. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah membuat skala prioritas dengan lebih mengutamakan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan urusan daripada program/kegiatan non urusan.
Matrik analisis rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Satpol PP Kota Jambi sampai dengan tahun berjalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Satpol PP Kota Jambi dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun Berjalan




















Lembar 1 dari 2
	Kode
	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016
	 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016
	Target program / kegiatan Renja  SKPD tahun 2017
	 Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017
	Catatan 

	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian 
	Tingkat capaian (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)*
	11*
	12

	1
	 
	 
	 
	WAJIB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	19
	 
	 
	Kesatuan Bangsa  dan Politik Dalam Negeri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	19
	15
	 
	Program Penyelenggaraan Trantibum, serta Penegakan Regulasi Daerah
	Persentase Peningkatan Trantibum dan Tranmas serta tegaknya Regulasi Daerah
	85 %
	87 %
	85 %
	87 %
	102.35 %
	85 %
	85,7

 %
	80 %
	 

	1
	19
	15
	01
	Sosialisasi, pengawasan, penyidikan dan Penegakan Regulasi Daerah
	Persentase  Sosialisasi, pengawasan, penyidikan dan Penegakan Regulasi Daerah
	85 %
	87 %
	85 %
	87 %
	102.35 %
	85 %
	85,7

 %
	80 %
	 

	1
	19
	15
	03
	Pengamanan dan Pengawalan dan Penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawantrantibum dan tranmas
	Persentase Pengamanan dan Pengawalan dan Penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawantrantibum dan tranmas
	85 %
	87 %
	85 %
	87 %
	102.35 %
	85 %
	85,7

 %
	80 %
	 

	1
	19
	15
	04
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	85 %
	0 %
	100 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	 


Sumber :  Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Satpol PP Kota Jambi dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun Berjalan




















Lembar 2 dari 2
	Kode
	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2017
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011
	 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2012
	Target program / kegiatan Renja  SKPD tahun 2017
	 Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017
	Catatan 

	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian 
	Tingkat capaian (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)*
	11*
	12

	1
	19
	16
	 
	Program Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat 
	85 %
	87 %
	85 %
	87 %
	102.35 %
	85 %
	85,7

 %
	80 %
	 

	1
	19
	16
	01
	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja  
	Persentase Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja  
	85 %
	87 %
	85 %
	87 %
	102.35 %
	85 %
	85,7

 %
	80 %
	 

	1
	19
	16
	02
	Pendataan Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
	Persentase Pendataan Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
	85 %
	87 %
	85 %
	87 %
	102.35 %
	85 %
	85,7

 %
	80 %
	 


Sumber :  Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD Satpol PP Kota Jambi berdasarkan pada  indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM ( Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK ( Indikator Kinerja Kunci) yang disesuaikan dengan dan mengacu pada :
1. Permendagri No 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat  dimana proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018. 
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sasaran target indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM ( Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK ( Indikator Kinerja Kunci), harus disesuaikan pula dengan sasaran target pada Renstra PD Satpol PP  Kota Jambi dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Berikut dijelaskan Indikator – Indikator Capaian Kinerja Satpol PP Kota Jambi yang dimaksud :

1. Permendagri No 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 

SPM ( Standar Pelayanan Minimal) dan IKK ( Indikator Kinerja Kunci) yang menjadi acuan capaian kinerja pelayanan PD Satpol PP Kota Jambi dalam peraturan ini dijelaskan pada bagian Lampiran Target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yang terdiri atas 2 bagian, yaitu :
I.
Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

Tabel 2.
Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	No. 
	Jenis Pelayanan 

Dasar 
	Standar Pelayanan Minimal
	Batas 

Waktu 

Pencapaian 

(Tahun) 
	Satuan 

Kerja/Lembaga 

Penanggung 

Jawab 

	
	
	Indikator 
	Nilai 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	II. 
	Pemeliharaan 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

Masyarakat 
	1.
	Cakupan petugas 

Perlindungan Masyarakat 

(Linmas) di Kabupaten/ Kota 
	50% 
	2018 
	Dinas Trantib 

	
	
	2.
	Tingkat penyelesaian pe-langgaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota 
	70% 
	2018
	Dinas Trantib 


Sumber :  Permendagri Nomor 62 Tahun 2008
II. 
Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. 

B.
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 
Berdasarkan Permendagri No 62 Tahun 2008  Penanggung Jawab Kegiatan ini sampai saat ini masih dipegang oleh Badan Kesbangpol Linmas (SKPD yang membidangi Linmas). Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Berdasarkan Permendagri No 62 Tahun 2008 juga mengindikasikan hal yang sama yaitu pada bagian pengertian, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas : Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 29 April 1962) dan pada bagian definisi operasionalnya menjelaskan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.
4.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota 

a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.
Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. 

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan. 

b. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. 

c. Cara Perhitungan Rumus

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota =
[image: image9.png]


Pelanggaran K3 yang terselesaikan
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindetifikasi oleh Satpol PP

1) Pembilang


:
Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.
2) Penyebut


:
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.
3) Satuan Indikator
:
Persentase (%)


Contoh Perhitungan:
Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasikan terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah :

 90 Pelanggaran K3 yang terselesaikan

225 Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindetifikasi oleh Satpol PP

= 40 %
d. Sumber Data

1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

2) Dinas atau SKPD yang membidangi Polisi Pamong Praja. 

3) Kantor Camat, Kelurahan 

e. Rujukan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 

2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 

f. Target : 85 % pada tahun 2018
g. Langkah Kegiatan

1) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP;
3) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan; 

4) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;
5) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan;
6) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di Kawasan Kabupaten/Pedesaan ; 

7) Monitoring dan evaluasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Satuan Polisi Pamong Praja dalam nomenklatur pembagian penomoran kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diletakkan pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan kode 1.19.02. Dan seluruh Program dan Kegiatannya terletak pada kode urusan tersebut.

Namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mana Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarkatterletak pada Bagian Kedua Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Pasal 7 ayat (2) huruf s., dalam lampirannya mengenai penjelasan huruf S. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, urusan tersebut tidak ada sama sekali yang menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja. Yang ada justru adalah urusan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ini justru ada pada huruf T. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, termasuk masalah perlindungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.


(Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)

	Sub Bidang
	SUB SUB 

BIDANG
	PEMERINTAH

PUSAT
	PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi
	PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten/Kota

	2. PEMERINTAHAN UMUM


	2. Trantibum dan Linmas

a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan  Masyarakat


	1.  Penetapan kebijakan nasional dalam bidang:

(a) ―

(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(d) Perlindungan masyarakat.

2.
Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala nasional.

3.
Pembinaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.

4.
Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala nasional.

4. Koordinasi antar instansi terkait.


	1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:

(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.

(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.

(d) Perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi. 

3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi.

4. Pelaksanaan perlindungan   

     masyarakat skala provinsi. 

5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.


	1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:

(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.

(d) Perlindungan masyarakat.

2.  Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota. 

3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/ kota.

4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota. 

5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota.



Sumber :  PP Nomor 38 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat  dimana proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (9) Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; Ayat (10)  Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan; dan Ayat (11) Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Kemudian dalam Pasal 17, Ayat (1)
Metode EKPPD dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat ( 2) 
Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi : a. 
indeks capaian kinerja; dan        b. indeks kesesuaian materi.

Selanjutnya dalam Pasal 18 dijelaskan Indeks capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan menilai IKK pada aspek tataran : a. pengambil kebijakan; dan b. pelaksanaan kebijakan.

Terakhir pada Pasal 19, Ayat (1) Aspek tataran pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi : a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;

Berikut ditampilkan tabel Indikator Kinerja Kunci Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Aspek Penilaian Pada Pengambil Kebijakan Untuk Pemerintah Kota :
LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA

TABEL 4. 

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013
KOTA------------------ 
Lembar 1 dari 2
	
	ASPEK
	FOKUS
	No.


	IKK
	RUMUS/

PERHITUNGAN
	Jenis Data 

(Tahun 2012)
	Capaian

KInerja
	Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
	1
	Keberadaan PERDA IMB 
	Ada/tidak ada PERDA  
	Apabila ADA: 

Sebutkan legal formalnya. 

PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang ------
	Ada/
tidak
	

	
	
	
	2
	Rasio Rumah  ber IMB 
	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 
 seluruhnya 
	· Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2011, sebanyak -----  unit.

· Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2011, sebanyak ------ Unit.
	........ %
	

	
	
	
	3
	Keberadaan PERDA RTRW
	Ada/tidak ada PERDA RTRW
	Apabila ADA: 

Sebutkan dasar hukumnya,  PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----


	Ada/
tidak
	

	
	
	Peraturan ttg kependudukan
	4
	Pengurusan KTP
	Lama pengurusan KTP dalam  PERDA  
	Dasar hukum: 

PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
	...... Hr
	Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka  waktu, dapat diperkuat dengan SOP.


Sumber : PP NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN PP NOMOR 6 TAHUN 2008
 Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA

TABEL 4. 

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018
KOTA------------------ 
Lembar 2 dari 2
	
	ASPEK
	FOKUS
	No.


	IKK
	RUMUS/

PERHITUNGAN
	Jenis Data 

(Tahun 2017)
	Capaian

KInerja
	Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH


	
	5
	Biaya KTP 
	Biaya KTP dalam PERDA
	Dasar hukum:

PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------
	Rp. .........../

Tidak dipungut
	Bilamana Perda tidak mengatur  biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

	
	
	Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
	6
	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
	Jumlah personil Satpol  PP pada akhir tahun 2017 dibagi 10.000 penduduk x 100 %
	· Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, sebanyak  =  80 orang

· Penduduk pada akhir tahun 2016, berjumlah = 536.337 orang
	1,05 per 10.000 penduduk
	

	
	
	Kebijakan  bidang penanganan PSK,   PKL, atau PMKS.
	7
	Keberadaan PERDA  tentang PSK,  PKL, atau PMKS 


	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
	Apabila ADA: 

Sebutkan dasar hukumnya. 

PERDA Nomor : 2 Tahun 2014 tentang prostitusi 

(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)
	Ada/
tidak ada
	

	
	
	Peraturan tentang Kebersihan Kota
	8
	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota
	Ada atau tidak ada  PERDA Kebersihan Kota
	Apabila ADA: 

Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----

	Ada/ 
tidak ada
	


Sumber : PP NOMOR 3 TAHUN 2007 DAN PP NOMOR 6 TAHUN 2008
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lampiran I Tata cara pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dalam lampiran ini pada tabel Aspek, Fokus Dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditunjukkan beberapa indicator yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Letaknya pun bukan pada bidang urusan 1. 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, tetapi pada bidang urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Aspek, Fokus Dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
	NO
	BIDANG URUSAN/INDIKATOR
	RUMUS

	ASPEK PELAYANAN UMUM

	Fokus Layanan Urusan Wajib

	1. 
	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

	19.1. 
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 

Ormas  dan OKP

	19.2. 
	Kegiatan pembinaan politik daerah
	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

	2. 
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	20.1. 
	RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK 
	[image: image1.png]et el s e’
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	20.2. 
	JUMLAH LINMAS PER JUMLAH 10.000 PENDUDUK 
	[image: image2.png]




	20.3. 
	RASIO POS SISKAMLING PER JUMLAH DESA/KELURAHAN
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	20.4. 
	PENEGAKAN PERDA
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	20.5. 
	CAKUPAN PATROLI PETUGAS SATPOL PP
	JUMLAH PATROLI PETUGAS SATPOL PP PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 DALAM 24 JAM



	20.6. 
	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, KEINDAHAN) DI KOTA / KABUPATEN
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	20.7. 
	PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KOTA / KABUPATEN
	[image: image6.png]TR







Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010
Tabel 5.
Aspek, Fokus Dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Lanjutan).
	NO
	BIDANG URUSAN/INDIKATOR
	RUMUS

	Fokus Iklim Berinvestasi

	1. 
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	1.1. 
	Angka kriminalitas 
	[image: image7.png]T e
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	1.2. 
	Jumlah demo
	Jumlah demo dalam 1 tahun


Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018.
Dari RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 Indikator Kinerja Utama Daerah untuk Satpol PP Kota Jambi adalah Rasio penataan  dengan target akhir 2017 90 % (rencana kerja target pertahun 20 % ).
Dari keseluruhan penjelasan mengenai IKK dan SPM diatas, maka berikut ditampilkan tabel rekapitulasi IKK dan SPM yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Jambi :

Tabel 6.
Rekapitulasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM)

Satuan Polisi Pamong Praja 


Lembar 1 dari 3
	NO
	INDIKATOR
	SPM/
STANDAR NASIONAL / DAERAH
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
	ALASAN
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)

	1.
	RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK
(PP Nomor 6 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	
	
	Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
	KABID PENINGKATAN KAPASITAS
	Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

	2.
	PENEGAKKAN PERDA

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	
	
	Dengan adanya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berarti telah membantu dipenuhinya salah satu indikator  daya saing daerah yaitu Penegakkan Supremasi Hukum yang berarti baik secara langsung maupun tidak langsung mendorong peningkatan pendapatan daerah.
	KABID PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 
	Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan


Sumber : PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 62 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota Jambi No. 04 Tahun 2010
Tabel 6.
Rekapitulasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja 

Lembar 2 dari 3
	NO
	INDIKATOR
	SPM/
STANDAR NASIONAL / DAERAH
	INDIKATOR KINERJA KUNCI
	ALASAN
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)

	3.
	CAKUPAN PATROLI 

PETUGAS SATPOL PP

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
	
	JUMLAH PATROLI PETUGAS SATPOL PP PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 DALAM 24 JAM


	Adanya Upaya untuk memelihara terciptanya situasi yang kondusif, aman, dan tertib melalui kegiatan patroli pemantauan dan penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
	KABID TRANTIBUM DAN TRANMAS
	Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

	4.
	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, KEINDAHAN) DI KABUPATEN

(Permendagri No 62 Tahun 2008 dan 

Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	80 %

Pada Tahun 2017

	
	Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan
	KABID TRANTIBUM DAN TRANMAS, KABID PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan


Sumber : PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 62 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota Jambi No. 04 Tahun 2010
Tabel 6.
Rekapitulasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal ( SPM)

Satuan Polisi Pamong Praja 


Lembar 3 dari 3
	NO
	INDIKATOR
	SPM/
STANDAR NASIONAL / DAERAH
	INDIKATOR KINERJA KUNCI
	ALASAN
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)

	5.
	JUMLAH DEMO
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	
	JUMLAH DEMO YANG DAPAT DIATASI DAN DICEGAH DALAM 1 TAHUN
	Muncul dan meningkatnya eskalasi potensi ketidakpuasan dan konflik masyrakat yang harus dicegah agar tidak mengarah kepada tindakan anarkis sebagai akibat ketidakpuasan terhadap produk kebijakan pemerintah pusat maupun daerah
	KABID TRANTIBUM DAN TRANMAS, KABID PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Laporan Hasil
Pelaksanaan

Kegiatan

	6.
	Rasio Penurunan Jumlah Gangguan Keamanan / Ketertiban Masyarakat

(RPJMD 2013-2018PW Kota Jambi No. 04 Tahun 2010)


	100 % 

pada 

2017

	
	Menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib sebagai salah syatu syarat untuk berjalaannya roda pemerintahan dan roda aktivitas kegiatan masyarakat umum dan dunia usaha tanpa khawatir adanya gangguan, ancaman, hambatan, dan rintangan.
	KABID TRANTIBUM DAN TRANMAS, KABID PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Laporan Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan


Sumber : PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 62 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota Jambi No. 04 Tahun 2010
Sedangkan analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satpol PP Kota Jambi menurut target dan realisasi dari tahun 2017-2018, tahun berjalan, dan proyeksi 1 tahun kedepan disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Satpol PP Kota Jambi Kota Jambi

Lembar 1 dari 2

	NO
	INDIKATOR *)
	SPM/

Standar Nasional / Daerah
	INDIKATOR 
KINERJA KUNCI
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian 
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2013
	Tahun 2018
	Tahun 2018
	Tahun 2016
	Tahun 2013
	Tahun 2017
	Tahun 2017
	Tahun 2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1.
	RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK 

(PP Nomor 6 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	 
	
	(350
Orang

532.881 Jiwa)
X 10.000=

6,57
	(400
Orang

550.000
Jiwa)
X 10.000=

7,27
	(450
Orang

600.000

Jiwa)

X 10.000=

7,50
	(500
Orang

650.000

Jiwa)
X 10.000=
7,69
	(182
Orang

550.000 Jiwa)

X 10.000=

3,31
	(110
Orang

550.000
Jiwa)

X 10.000=

2,00
	(135
Orang

600.000
Jiwa)

X 10.000=

2,25
	(235
Orang

600.000

Jiwa)

X 10.000=

3,92
	

	2.
	PENEGAKAN PERDA

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	
	
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	

	3.
	CAKUPAN PATROLI 

PETUGAS SATPOL PP

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
	
	JUMLAH PATROLI PETUGAS SATPOL PP PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 DALAM 24 JAM


	440 X
	440 X
	440 X
	440 X
	440 X
	440 X
	440 X
	440 X
	


Sumber :  Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Satpol PP Kota Jambi Kota Jambi (Lanjutan)


Lembar 1 dari 2
	NO
	INDIKATOR *)
	SPM/

Standar Nasional / Daerah
	INDIKATOR 

KINERJA KUNCI
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian 
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2013
	Tahun 2017
	Tahun 2017
	Tahun 2016
	Tahun 2013
	Tahun 2017
	Tahun 2017
	Tahun 2016
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	4.
	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, KEINDAHAN) DI KABUPATEN

(Permendagri No 62 Tahun 2008 dan 

Permendagri No. 54 Tahun 2010)


	80 %

Pada Tahun 2017

	
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	

	5.
	JUMLAH DEMO

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)
	
	JUMLAH DEMO YANG DAPAT DIATASI DAN DICEGAH DALAM 1 TAHUN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Rasio Penurunan Jumlah Gangguan Keamanan / Ketertiban Masyarakat

(RPJMD 2013-2018PW Kota Jambi No. 04 Tahun 2010)


	100 %
	
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	20 %
	


Sumber :  Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD. 

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai :

(1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 

(2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

(3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;

(4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan

(5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Sampai dengan tahun berjalan 2018 ini tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Satpol PP Kota Jambi 2013-2018 dalam hal pelayanan berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi adalah rata-rata telah mencapai sekitar      92 %, yang berarti hampir seluruh kegiatan yang menyangkut tugas, pokok dan fungsi satpol PP Kota Jambi dalam memberikan pelayanan khususnya bidang ketenteraman dan ketertiban telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi masih berkisar pada :
· Penertiban Pedagang Kaki Lima, Pengemis, dan anak jalanan
· Patroli Trantibmas guna pengawasan dan penataan PKL
· Pemeriksaan dan Pengawasan tempat – tempat hiburan dan izin usaha tertentu.
· Pengamanan demo dan unjuk rasa yang bersifat insidentiil

· Penjagaaan Aset-aset daerah, serta pengamanan, dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah

Namun pelayanan tersebut masih bersifat rutin, belum sampai pada tindak lanjut yang sifatnya berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi dan operasi yustisi yang berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kejaksaan sehingga mengakibatkan efek jera bagi pelanggar ketertiban umum dan pelanggar peraturan daerah. Sehingga sering kali penertiban, penataan, pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan menjadi kurang berfungsi dengan baik.
Tingkat pelayanan yang belum optimal ini juga dipicu oleh belum adanya kesatuan langkah para stake holder dalam menyikapi setiap permasalahan tramtibum untuk ditindaklanjuti pada penerapan sanksi administrasi maupun hukumnya. Dan juga masih terlalu banyak kegiatan-kegiatan pelanggaran tramtibum justru dibeking oleh orang-orang kuat baik dari kalangan birokrat maupun politisi.
Selanjutnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kota Jambi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan terangkum dalam perincian sebagai berikut: 
1. Permasalahan :

· Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.

· Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perjudian, infiltrasi budaya asing, dan masih tingginya tindak criminal.
· Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

· Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) seperti : anak jalanan, gelandangan, pengangguran, dan pekerja seks komersial, anak punk.

2. Hambatan :

· Belum terwujudnya penegakkan supremasi hukum dan HAM 

· Tidak seimbangnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi dengan pertambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan tingkat pelanggaran perda yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, luasnya cakupan daerah karena perkembangan dan perluasan kota yang berimplikasi pada timbulnya kantong-kantong rawan gangguan trantibmas baru, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal.

· Kekurangan jumlah personil Satpol PP Kota Jambi juga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan perda sehingga harus dibuat skala prioritas. Akibatnya sulit untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda yang baik.

· Terbatasnya jumlah aparatur personil Satpol PP yang memiliki kompetensi dan kapasitas dibidang PPNS dan Intelijen.

· Masih rendahnya dedikasi, loyalitas personil, dan kemampuan teknis dan operasional personil Satpol PP dalam menguasai dan memahami tugas, pokok, dan fungsi yang diemban. Hal ini sebagai akibat kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan terhadap bidang tugas yang dihadapi, dan adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh sebagian oknum personil Satpol PP untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi rendahnya tingkat kesejahteraan yang diperoleh karena tidak seimbangnya volume pekerjaan dan resiko pekerjaan yang dihadapi. 

· Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan guna memperluas cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota.

· Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan walikota.

· Kurangnya komitmen dari pejabat struktural di lingkungan SKPD Kantor Sat Pol PP Kota Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah dibuat.

· Kurang tertatanya manajemen dan administrasi pelaporan dan hasil pelaksanaan tugas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat  pencapaian target yang telah diperoleh.

· Kurangnya SDM yang diperlukan di bidang perencanaan program dan kegiatan, sehingga selalu terlambat dalam penyelesaian pelaporan sebagai bahan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari akumulasi permasalahan dan hambatan di atas apabila tidak direspon dengan bijak adalah bisa sampai pada tidak tercapainya target sasaran dibidang ketenteraman dan ketertiban umum yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Selanjunya tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Jambi kedepan dapat dijabarkan sebagai berikut :
Keterbatasan anggaran, jumlah personil, sarana dan prasarana serta SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas justru membuat Satpol PP Kota Jambi harus lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun dan menentukan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mensukseskan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang disusun tersebut harus tepat pada sasaran dan mampu mengakomodir dan mencakup seluruh bentuk pelayanan dibidang ketertiban, ketenteraman umum serta penegakkan perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Penyusunan Kebijakan dibidang ketertiban, ketenteraman umum serta penegakkan perda sedapat-dapatnya telah melibatkan dan mengakomodir berbagai kepentingan dari para stake holder, sehingga Program dan Kegiatan yang terlaksana adalah benar-benar telah sesuai dengan arah pencapaian yang diharapkan.
Peluang yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan adalah peningkatan struktur kelembagaan yang telah diakomodir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini tugas perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan pula harus adanya perubahan dalam struktur organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Indonesia dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Permendagri ini diundangkan. Melalui Peraturan Pemerintah dan Permendagri ini dimungkinkan Satpol PP Kota Jambi untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi Eselon II/b. 

Hal ini sangat berarti bagi Satpol PP Kota Jambi dalam mengembangkan dan memingkatkan pelayanan yang akan dilakukan, khususnya dalam hal koordinasi dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakkan perda dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan TNI/POLRI. 
Dari penjabaran dan uraian di atas, maka formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk Satpol PP Kota Jambi pada tahun yang 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penegakkan Peraturan Daerah dengan Operasi Yustisi Terpadu yang melibatkan unsur Kejaksaan, Pengadilan, TNI/ Polri dan Instansi Terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Terciptanya suatu system penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertian umum, dan perlindungan masyarakat.
3. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal dibidang Ketertiban Umum dan Penegakkan Perda.

4. Pertambahan Jumlah Personil Satpol PP Kota Jambi.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
6. Pertambahan Jumlah Aparatur SDM Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dan Kapasitas dibidang perencanaan, keuangan, PPNS, dan Intelijen.

7. Tertib Administrasi Pelayananan dan Akuntabilitas Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
8. Terwujudnya supremasi hukum yang adil bagi semua pelanggar masalah tramtibum dan linmas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai :

(1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

(2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

(3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

Untuk Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kota Jambi tahun 2018, bagian ini belum mendapatkan porsi penjelasan dan tidak dikerjakan.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

(1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

(2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

Untuk Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kota Jambi tahun 2018, bagian ini belum mendapatkan porsi penjelasan dan tidak dikerjakan.
B A B   III

TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Buku II : Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan, pada Bab VII : Pertahanan dan Keamanan dalam RPJMN 2010-2014, diuraikan yang mana agar pembangunan di bidang Pertahanan dan Keamanan mampu mendukung pencapaian Visi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan, kebijakan pembangunan Pertahanan dan Keamanan diarahkan kepada terwujudnya “Peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman dengan 5 (lima) strateginya. Telaahan disini kita arahkan pada strategi ke 4 (empat) yaitu ”peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat”. 
Selanjutnya dalam Bab VII ini, pada bagian I. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik diuraikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum kondusif saat ini sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasikan bahwa ketertiban masyarakat belum dapat terwujud secara permanen. Berbagai peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kebanyakan masih dilatarbelakangi oleh pemahaman yang sempit terhadap perbedaan suku, agama, dan ras (SARA), perebutan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan perebutan pengaruh di dalam setiap proses politik. Di masa mendatang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mungkin akan terjadi lagi dalam bentuk yang lebih merusak dan dalam skala yang lebih besar. Kerumunan massa seperti pertunjukan konser musik dan event olah raga yang seharusnya berlangsung secara aman dan damai, pada kenyataannya justru menimbulkan korban sia-sia sebagai akibat ketidaktertiban yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam lima tahun mendatang kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dipastikan akan semakin sering terjadi seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah memastikan berbagai kegiatan masyarakat tersebut dapat berlangsung secara aman dan tanpa harus menimbulkan korban yang disertai dengan kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2017, Buku I Prioritas Nasional Bab IV Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2017, pada Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Pada Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional, dengan Sasaran Pembangunan yaitu Sasaran Penegakan Hukum, yang isinya : Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional adalah untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini dilakukan pula telaahan atas kebijakan Provinsi Jambi dan kebijakan Kota Jambi, yakni menguraikan kebijakan Provinsi Jambi dan kebijakan Kota Jambi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, yang kesemuanya tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2017, RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan pengaruhnya terhadap penyusunan RENJA PD Satpol PP Kota Jambi yang direncanakan saat ini.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD periode tahun 2013-2018 ada 3 (tiga). Telaahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah terletak pada arah kebijakan umum yang ke 3 (tiga), yaitu : “ Arah Kebijakan umum untuk Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien”.
Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan kedalam 5 (lima) program prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2012-2017. Telaahan ada pada program prioritas yang kelima, yaitu: Penataan Tata Pemerintahan yang baik, dengan fokus :

1. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik

2. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum

3. Peningkatan Kesetaraan Gender

Berbagai program prioritas tersebut didukung oleh rangkaian program pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini dalam upaya mewujudkan Misi Kelima, yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender, maka program pembangunan yang akan dilakukan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah program :
(1) 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

(2)
Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
(5) 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
(6) 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
(20)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
(21)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
(22)
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
Selanjutnya dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2013–2018 yang memuat  pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP terletak pada Arah kebijakan dari sasaran dan tujuan Misi-2 dan ke-3 
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Satpol PP Kota Jambi Tahun 2013 -2018.
3.2.1. Tujuan Rencana Kerja PD Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2018
Rumusan tujuan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. yang terdapat dalam RENSTRA Satpol PP Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
Misi 1
:
“Meningkatkan Citra, Kedudukan, dan Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi”
Tujuan 1
:
Mewujudkan Peningkatan Citra, Kedudukan, dan Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
Misi 2
:
“Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Polisi Pamong Praja Yang Berwibawa, Bersih, Profesional, dan Handal”

Tujuan 2
:
Mewujudkan Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang Berwibawa, Bersih, Profesional, dan Handal
Misi 3
:
“Meningkatkan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”

Tujuan 3
:
Mewujudkan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi
Misi 4
:
“Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat”

Tujuan 4
:
Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Jambi
Misi 5
:
“Meningkatkan Kinerja Kualitas Pelayanan dan Administrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”

Tujuan 5
:
Mewujudkan Kinerja Kualitas Pelayanan dan Administrasi Satpol PP Kota Jambi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.
Dari rumusan tujuan dalam RENSTRA Satpol PP Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan hasil evaluasi kinerja pelayanan Satpol PP  Kota Jambi dari tahun 2014 s.d 2017 menunjukkan bahwa rumusan tersebut masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan untuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dalam rencana kerja Satpol PP  Kota Jambi tahun 2018 mendatang.
Dalam tujuan pertama ini menyangkut pelaksanaan pencitraan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kewibawaan, eksistensi, dan pengakuan akan keberadaan Satpol PP sebagai pengemban amanat penegakkan perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas.
Tujuan kedua yaitu Mewujudkan Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang Berwibawa, Bersih, Profesional, dan Handal. Pelaksanaan tujuan ini terkait dengan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) yaitu Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk, sebagaimana didasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Saat ini dengan melihat perkembangan Kota Jambi yang semakin kompleks diberbagai bidang maka dibutuhkan pula cakupan perkembangan perluasan layanan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Jambi yang hanya dapat terlaksana dengan ketersediaan personil Satpol PP yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 Tujuan Ketiga Mewujudkan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi. Masih relevannya tujuan ini terkait dengan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu rasio penegakkan perda.

 Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi dengan jumlah kasus pelenggaran perda yang mampu terselesaikan diharapkan akan mendorong baik langsung maupun tidak langsung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jambi melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. 
Tujuan Keempat Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Jambi. Tujuan ini masih sangat relevan dilaksanakan dan terkait pula dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Jumlah Patroli Petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam).
Tujuan Kelima yaitu Mewujudkan Kinerja Kualitas Pelayanan dan Administrasi Satpol PP Kota Jambi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Pelaksanaan tujuan ini saat ini sangat relevan khususnya dalam hal efektifitas pelayanan, efisiensi penggunaan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dari sisi pengelolaan keuangan dan fisik yang dapat dipertanggungjawabkan yang dikaitkan dengan agenda pemerintah mengenai pemberantasan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan hal – hal diatas maka rumusan tujuan yang terdapat dalam RENSTRA Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2018.  
3.2.2. Sasaran Rencana Kerja PD Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2018
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh oleh organisasi, gambaran hal yang ingin diwujudkan organisasi melalui tindakan – tindakan guna mencapai tujuan. Fokus sasaran adalah tindakan, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan jelas periode waktunya. Bentuk dari sasaran adalah pernyataan tugas – tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Dalam hal ini karena rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2018 masih menggunakan rumusan tujuan yang terdapat dalam RENSTRA Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2013-2018, maka rumusan sasarannya pun mengikuti, dengan rincian sebagai berikut :
Tujuan 1
:
Mewujudkan Peningkatan Citra, Kedudukan, dan Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
Sasaran 1
:
Terwujudnya Peningkatan Struktur Kelembagaan Satpol  PP Kota Jambi
Sasaran 2
:
Pencitraan Satpol  PP Kota Jambi
Tujuan 2
:
Mewujudkan Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang Berwibawa, Bersih, Profesional, dan Handal;
Sasaran 3
:
Terselenggaranya Rekruitmen polisi pamong praja
Sasaran 4
:
Terlaksananya Penegakkan Disiplin serta Pembinaan Mental dan Fisik Personil Satpol PP Kota Jambi
Sasaran 5
:
Peningkatan dan Pengembangan  Kapasitas Aparatur SDM Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang  Profesional, dan Handal serta Mendukung Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Tujuan 3
:
Mewujudkan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi;
Sasaran 6
:
Terselenggaranya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Tujuan 4
:
Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Jambi;
Sasaran 7
:
Terciptanya dan terjaganya kondisi dan situasi Kota Jambi yang tenang, kondusif, aman, tenteram dan tertib
Tujuan 5
:
Mewujudkan Kinerja Kualitas Pelayanan dan Administrasi Satpol PP Kota Jambi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sasaran 8
:
Peningkatan Kinerja Kualitas Pelayanan dan Administrasi Satpol PP Kota Jambi melalui Pelayanan Efektif, Efisiensi Penggunaan Anggaran, Pengembangan Sistem Pelaporan yang Akuntabel, serta Peningkatan Sarana dan Pasarana Kerja Aparatur.
3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran/realisasi dari kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, atau merupakan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Kunci yang diemban Satpol PP sebagaimana terdapat dalam Permendagri No 62 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta untuk sinkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki SKPD Kantor Sat Pol PP Kota Jambi, maka dalam RENJA 2017, Satpol PP Kota Jambi merumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Jumlah rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam RENJA 2017 adalah sebanyak 7 Program dan 26 Kegiatan.  2 Program dengan 4 Kegiatan adalah Urusan Wajib pada Satpol PP  Kota Jambi, sedangkan 5 Program dengan 22 Kegiatan adalah Urusan Rutin.

Kemudian sebanyak 6 Kegiatan dari Urusan Wajib terfokus pada aparatur Polisi Pamong Praja Kota Jambi ditambah 26 Kegiatan dalam Urusan Rutin difokuskan bagi Satpol PP  Kota Jambi. Sedangkan 4 kegiatan lainnya pada urusan wajib, sifat penyebaran lokasi kegiatan adalah dalam kawasan Kota Jambi dengan kelompok masyarakat sasaran adalah aparatur pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat dunia usaha.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 sumber pendanaannya berasal dari APBD Kota Jambi. Berikut tabel rencana program dan kegiatan Satpol PP  Kota Jambi Tahun 2018 :
Tabel 8.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Jambi
Nama PD : Satpol PP Kota Jambi
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
	 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
	Rencana Tahun 2017
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
	 

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja 
	 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 
	 
	Target Capaian Kinerja 
	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	APBD
	APBD 
	APBN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KOTA
	PROV
	

	1
	2
	3
	4
	5
	                       6 
	8
	9
	10
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  1 
	 
	 
	 
	 WAJIB 
	 
	 
	 
	  7.603.000.000 
	 
	 
	                11.676.425.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	 
05
	 
	 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarkat
	 
	 
	 
	  5.748.291.000 
	 
	 
	                  8.100.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	  15 
	 
	 Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah 
	 Persentase Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah 
	 Kota Jambi 
	                1 
	  4.939.365.000 
	 
	                1 
	                  6.700.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	  15 
	   1 
	 Sosialisasi, pangawasan, penyidikan, dan penegakan Regulasi daerah 
	 Persentase Sosialisasi, pangawasan, penyidikan, dan penegakan Regulasi daerah 
	 Kota Jambi 
	                1 
	  4.016.920.000 
	Pendukung IKK Penegakkan Perda dan Penyelesaian K 3   
	                1 
	                  5.500.000.000 
	APBD
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1 
	 01 
	  15 
	   3 
	 Pengamanan dan pengawalan dan penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawan trantibum dan tranmas 
	 Persentase Pengamanan dan pengawalan dan penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawan trantibum dan tranmas 
	 Kota Jambi 
	                1 
	     922.445.000 
	Pendukung IKK Penegakkan Perda dan Penyelesaian K 3   
	                1 
	                  1.200.000.000 
	APBD
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  1 
	 01 
	16
	 
	Program Pembinaan dan Pemeliharaan perlindungan Masyarakat
	Persentase Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat
	Kota Jambi
	20%
	     808.926.000 
	 
	80%
	                  1.400.000.000 
	APBD
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1 
	 01 
	16
	1
	Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan satuan polisi pamong praja
	Persentase Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan satuan polisi pamong praja
	Kota Jambi
	20%
	     598.344.000 
	Pendukung IKK Penegakkan Perda dan Penyelesaian K 3   
	80%
	                     750.000.000 
	APBD
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1 
	 01 
	16
	2
	Pendataan, Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
	Persentase Pendataan, pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
	Kota Jambi
	- Kegiatan
	     210.582.000 
	Pendukung IKK Penegakkan Perda dan Penyelesaian K 3   
	- Kegiatan
	                     650.000.000 
	APBD
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	NON URUSAN
	 
	 
	20% 
	  1.854.709.000 
	 
	80%
	                  3.576.425.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Satpol PP  Kota Jambi
	20%
	     812.282.500 
	 
	80%
	                  1.116.620.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	% Peningkatan Layanan Surat Menyurat
	Satpol PP  Kota Jambi
	20%
	       35.600.000 
	 
	20%
	                       65.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Jumlah Tunggakan Rekening Listrik, Air, Telepon, dan Jasa Internet yang dapat dibayar
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	     147.000.000 
	 
	4 Rekening
	                     200.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	7
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	% Peningkatan Tertib Pengelolaan  Administrasi Keuangan 
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	     224.040.000 
	 
	1 Tahun
	                     270.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	8
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Teeliharanya dan Terjaganya kebersihan kantor dan Tersedianya Alat - Alat Kebersihan Kantor
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       37.149.000 
	 
	1 Tahun
	                       65.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	10
	Penyediaan alat tulis kantor
	Tersedianya Alat - Alat Tulis Kantor
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       49.561.000 
	 
	1 Tahun
	                       75.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	11
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Tersedianya Barang Cetakan dan Kebutuhan Penggandaan 
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       24.175.000 
	 
	1 Tahun
	                       45.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	12
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Tersedianya Alat - Alat  Listrik dan Kebutuhan Instalasi Penerangan Kantor
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       18.137.500 
	 
	1 Tahun
	                       20.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	15
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       12.000.000 
	 
	1 Tahun
	                       12.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	17
	Penyediaan makanan dan minuman
	Tersedianya Makan Minum Rapat Staff dan Tamu
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       26.220.000 
	 
	1 Tahun
	                       26.220.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	19
	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
	Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       38.400.000 
	 
	1 Tahun
	                       38.400.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	1
	18
	Perjalanan Dinas
	Terlaksananya Perjalanan Dinas
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	     200.000.000 
	 
	1 Tahun
	                     300.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	 
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Satpol PP  Kota Jambi
	20%
	     912.771.500 
	Pendukung IKK Penegakkan Perda dan Penyelesaian K 3   
	20%
	                  1.902.500.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	5
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional 
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Unit motor patroli
	       27.044.500 
	 
	1 Unit Grand Max, 6 unit Motor Patroli
	                     316.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	7
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	                        - 
	 
	3 Paket
	                     300.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	10
	Pengadaan Meubeleur
	Tersedianya Mebeuleur
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Set dan 2 Buah
	       32.600.000 
	 
	60 Kursi, 15 Meja kerja Dan 6 Lemari dan 4 Buah kursi tunggu
	                       82.500.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	11
	Pengadaan peralatan perkantoran
	Teenuhinya Kebutuhan peralatan perkantoran
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       92.727.000 
	 
	1 Tahun
	                     250.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	24
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
	Teeliharanya Gedung Kantor 
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       50.000.000 
	 
	1 Tahun
	                       80.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	24
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Teeliharanya kendaraan dinas/operasional
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	     495.400.000 
	 
	1 Tahun
	                     550.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	30
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
	Tersedianya peralatan kantor yang layak pakai
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	       50.000.000 
	 
	1 Tahun
	                       70.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	42
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Gedung kantor
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Paket
	       45.000.000 
	 
	5 Paket
	                     420.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	2
	44
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
	Teenuhinya Kebutuhan Perbaikan kendaraan dinas/operasional
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	     120.000.000 
	 
	1 Tahun
	                     150.000.000 
	APBD
	 
	 

	 
	 
	3
	 
	Program peningkatan disiplin aparatur
	Persentase peningkatan disiplin aparatur
	Satpol PP  Kota Jambi
	1 Tahun
	     110.350.000 
	Pendukung IKK Penegakkan Perda dan Penyelesaian K 3    
	1 Tahun
	                     538.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	3
	2
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Satpol PP  Kota Jambi
	184 PDH, 15 PDU, 18 Korsik (STELL)
	     110.350.000 
	 
	269 PDH, 269 PDL( STELL) + Kelengkapan
	                     538.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	6
	 
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Presentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Satpol PP  Kota Jambi
	20%
	         5.000.000 
	 
	80%
	                         5.000.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	6
	1
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun
	Satpol PP  Kota Jambi
	20 Buku
	         5.000.000 
	 
	20 Buku
	                         5.000.000 
	APBD
	 
	 

	 
	 
	8
	 
	Program Perencanaan SKPD
	Presentase peningkatan perencanaan SKPD
	Satpol PP  Kota Jambi
	20%
	       14.305.000 
	 
	80%
	                       14.305.000 
	APBD
	 
	 

	  1 
	 01 
	8
	2
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
	Kualitas perencanaan daerah yang baik, transparan dan akuntabel
	Satpol PP  Kota Jambi
	20%
	       14.305.000 
	 
	80%
	                       14.305.000 
	APBD
	 
	 

	JUMLAH
	  7.603.000.000 
	 
	80%
	11.676.425.000 
	 
	 
	 



B A B   IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 PD Sat Pol PP Kota Jambi disusun dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana awal RPJP Kota Jambi Bab 8 Penutup, yaitu sebagai berikut :

1. Renja SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Sat Pol PP Kota Jambi 2013-2018 dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Kota Jambi Tahun 2013-2018.
2. Renja ini diharapkan telah dapat menjabarkan Visi, Misi, dan Program Walikota Jambi terpilih 2013-2018 dan Visi, Misi  Sat Pol PP Kota Jambi yang sesuai dengan tupoksi  Sat Pol PP Kota Jambi.

3. Seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2018 akan dijamin pelaksanaan dengan sebaik-baiknya dan konsistensinya antara RPJP Kota Jambi dan Renstra PD Sat Pol PP Kota Jambi.
4. Renja yang disusun diharapkan telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dipantau serta dievaluasi oleh Bappeda Kota Jambi untuk menjaga ke efektifan pelaksanaannya melalui Forum PD Kota Jambi dan Musrenbang Kota Jambi 
Jambi,    Agustus 2017
Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Drs. H. Yan Ismar, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19600424 198101 1 004
X 100 %





X 100 % 





Jumlah Polisi 


Pamong Praja








Jumlah  Penduduk








X 10.000





Jumlah Penyelesaian


Penegakkan Perda








Jumlah  Pelanggaran Perda








X 100%





Jumlah Penyelesaian


Pelanggaran K3








Jumlah  Pelanggaran K3








X 100%





Jumlah Penyelesaian Gangguan Keamanan / Ketertiban Masyarakat








Jumlah Gangguan Keamanan / Ketertiban Masyarakat








X 100%





Jumlah Polisi 


Pamong Praja








Jumlah  Penduduk








X 10.000





Jumlah Penyelesaian


Penegakkan Perda








Jumlah  Pelanggaran Perda








X 100%





Jumlah Penyelesaian


Pelanggaran K3








Jumlah  Pelanggaran K3








X 100%





Jumlah Penyelesaian Gangguan Keamanan / Ketertiban Masyarakat








Jumlah Gangguan Keamanan / Ketertiban Masyarakat








X 100%
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